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BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 30 . TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BURATI DEMAK,

Menimbang :a. bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah merupakan pajak daerah yang menjadi salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan mewujudkan
kemandirian Daerah;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, maka agar
Peraturan Daerah dimaksud dapek lebih implementatif dan
operasional perlu diatur ketentuan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 fentang Panitia

Urusan Piutang Negara;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam ‘lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indqnésia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4287){(
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4.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun,2004 Nomor §, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4355);

Undang«Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat ii Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 )

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tamba'an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); :
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan  antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Ta an Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4737),

2 % ¥,




Menetapkan :

15,

16.

17.

18.

19.

20.

)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 119); '

Peraturan Menteri Dajam Negeri Nomor 13 Tahun 2008

PERATURAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN .
BANGUNAN Dj KABUPATEN DEMAK

|

i

BAB |

" KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inj yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adajah Kabupaten Demak.

Pemerintah Daerah adaiah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,

Bupati adalah Bupz'lti Demak.
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10.
11.

12.
13.

14,

15,

16.

17.

18.

SKPD Pengelola Pajak adalah. lembaga Perangkat Daerah yang diberikan
kewenangan untuk mengeloia Pajak Daerah, ‘

Kepala SKPD adalah Kepala SKpp pengelola Pajak Daerah,

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertenty dibidang perpajakan daerah
sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan. .

langsung dan digunakan untuk keperiuan Daerah bag; sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atag tanah dan/atay
bangunan. )

Perolehan Hak atas Tanah dan/atay Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa

- hukum yang mengal’dbatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atay bangunan

oleh orang pribadi atau Badan.

pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang Pertanahan dan bangunan,

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam’ atay dilekatkan secara tetap .
pada tanah dan/atay perairan dan/atay laut.

Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan  sesyaj dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah,

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. .

Pejabat Pembuat Akta TanahIPejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atay Bangunan, 4/




18.

20.

21,

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atay Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan
tanah dan/atau bangunan, antara lain dapat berupa surat perjanjian, dokumen
jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum, °

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB. adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumiah
pokok pajak, jumiah kredit pajak, jumah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumiah pajak yang ditetapkan .

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran
pajak karena jumiah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya dibayar .

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda .

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan

. kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat
Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan . o

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Penelitian SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data
dalam SSPD BPHTB dengan keadaan dilapangan.



31. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan seagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan pajala

32. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal
Penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke
pihak lain.

33. Pemungutan adalah suaty rangkaian kegiatan mulai dar; penghimpunan data
obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya: pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan  pajak kepada Wajib  Pajak  serta pengawasan

penyetorannya.
BAB i
TATA CARA PEMBAYARAN BPHTB DAN FUNGS| SSPD BPHTB

Pasal 2

menggunakan SSPD BPHTB ke tempat Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk
setiap perolehan hak atas tanah dan/atay bangunan.

(2) Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan’ pada
saat :

b. pendaftaran peralihan hak ke Kantor Pertanahan dalam ha| waris;
¢. ditetapkannya pemenang lelang dalam haj lelang; ;

d. ditandatanganinya surat keputusan pemberian hak oleh pejabat pertanahan
dalam hal pemberian hak baru, dan:

€. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dajam hal
pelaksanaan putusan hakim. .

(3) Contoh, bentuk, dan isi SSPD BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini. ‘

Pasal 3

(1) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk
melakukan Pembayaran/penyetoran BPHTB yang terutang can sekaligus
digunakan untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atay bangunan.

(3) SSPD BPHTB terdiri dari 6 (enam) rangkap, yaitu :
a. Lembar 1 untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran;
b. Lembar 2 untuk PPAT/Notaris sebagai arsip; '
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¢. Lembar 3 untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan;

d. Lembar 4 untuk SKPD Pengelola Pajak dalam proses penelitian;
€. Lembar 5 untuk Bank Yang Ditunjuk; )

f. Lembar 6 untuk Bank Yang Ditunjuk/Bendahara.

Pasal 4

(1) Formulir SSPD BPHTB disediakan oleh SKPD Pengelola Pajak di PPAT/Notaris, /
Kantor Lelang, Kantor Pertanahan, dan SKPD Pengelola Pajak.

(2) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD BPHTB lembar
1,2, 3 dan 4 dari tempat Bank yang ditunjuk.

(3) SSPD BPHTB lembar 1,2,3,dan 4 sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
disampaikan oleh Waijib pajak kepada SKPD Pengelola Pajak untuk dilakukan
penelitian. . ‘

(4) SSPD BPHTB lembar 5 disimpan oleh Bank yang ditunjuk sebagai arsip.

(5) SSPD BPHTB lembar 6 disampaikan oleh Bank yang ditunjuk kepada Petugas
Pengelola Kas Daerah. |

(6) Contoh, bentuk, dan isi permohonan penelitian SSPD BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil, maka Wajib Pajak tetap
mengisi SSPD BPHTB dengan keterangan nihil.

(2) SSPD BPHTB nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup diketahui oleh
PPAT atau Notaris atau Camat atay Kepala Kantor Lelang atau Pejabat Lelang
dan/atau Pejabat Pertanahan.

(3) SSPD BPHTB nihil tetap diajukan penelitian oleh Waijib Pajak kepada SKPD
Pengelola Pajak. '

BAB I
PENGENAAN BPHTB KARENA WARIS, HIBAH WASIAT DAN
- PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
. Bagian Kesatu
Pengenaan BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat

Pasal 6
BPHTB yang terutang ‘atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah
sebesar 50% (fima puluh per seratus) dari BPHTB yang seharusnya terutang.

) Pasal 7

(1) NPOP karena waris adalah nilai pasar pada saat didaftarkannva perolenan nz
tersebut ke Kantor Pertanahan.
7 v



* (2) NPOP karena hibah wasiat adalah nilaj pasar pada saat dibuat dan
ditandatanganinya akta pemindahan hak. i

(4) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran perolehan hak
karena waris setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa
SSPD BPHTB yang telah diverifikasi oleh SKPD Pengelola Pajak.

(5) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris hanya dapat menandatangani akta

Bagian Kedua
Pengenaan BPHTB karena Pemberian Hak Pengelolaan

' i

Pasal 8

Besarnya BPHTB karena pemberian Hak Pengelqlaan adalah sebagai berikut

a. 0% (nol per seratus) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima
Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pemerintah
lainnya; dan '

b. 50% (lima puluh per seratus) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal
penerima Hak Pengelolaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasai 9

(1) Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk
pemberian Hak Pengelolaan adalah sejak tanggal ditandatangani dan
diterbitkannya keputusan pemberian Hak Pengelolaan sesuai ketentuan/peraturan
perundang-undangan,

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi Pada saat terjadinya perolehan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). '

Pasal 10

(1) NPOP dalam hal pemberian Hak Pengelolaan adalah nilai pasar pada saat
diterbitkannya keputusan pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1).

(2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah
daripada NJOP PBB, NPOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB
adalah NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan.lé/
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Pasal 11
] ]

(1) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak Pengelolaan

setelah YVajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD BPHTB
.yang telah diverifikasiroleh SKPD Pengelola Pajak. o

(2) Dalam hal perolehan hak karena pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sebagai pengganti SSPD BPHTB adalah Surat
Keterangan Bebas BPHTB dari SKPD Pengelola Pajak. '

(3) Permohonan Surat Keterangan Bebas BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak kepada
Bupati dilampiri foto kopi Surat Keputusan Pemberian Hak Pengeiolaan dari
Pejabat yang berwenang di bidang Pertanahan.

{4) Bupati dapat memberikan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Kepala SKPD Pengelola Pajak.

(5) Contoh, bentuk, dan isi Surat Keterangan Bebas BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENELITIAN DAN
PEMERIKSAAN SSPD BPHTB

Bagian Kesatu

Tata Cara Penelitian
Pasal 12

(1) SKPD Pengelola Pajak melakukan penelitian SSPD BPHTB atas permohonan
Wajib Pajak atau kuasanya.

(2) Dalam hal BPHTB Nihil, penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud ayat .

(1) dilakukan setelah SSPD BPHTB ditandatangani oleh PPAT atau Camat atau

Pejabat Lelang atau Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

dan/atau Pejabat Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas

tanah dan/atau bangunan.

Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan apabila tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya tidak

memiliki tunggakan PBB.

3

~

Pasal 13

(1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah terpenubi,
SKPD Pengelola Pajak menindaklanjuti dengan :

a. Mencocokkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dicantumkan dalam SSPD
BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam foto kopi SSPT atay Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) atau bukti pembayaran PBB; 4" .
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b. Mencocokkan Luas dan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan
dalam SSPD BPHTB dengan Luas dan NJOP bumi per meter persegi, yarg
tercantum dalam foto kopi Sf’PT PBB atau pada basis data PBB atau
keterangan lainnya;

¢. Mencocokkan Luas dan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan
dalam SSPD BPHTB dengan Luas dan NJOP bangunan per meter persegi,
yang tercantum dalam foto kopi SPPT PBB atau pada basis data PBB atay
keterangan lainnya;

d. Meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP,
NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB
terutang, dan BPHTB yang harus dibayar: dan :

e. Meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya
pengurangan yang dihitung sendiri.

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian hak pengelolaan.

Pasal 14

(1) SKPD Pengelola Pajak harus menyelesaikan penelitian SSPD BPHTB dalam
jangka waktu : :
a. Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan
penelitian SSPD BPHTB dalam hal tidak memeriukan penelitian lapangan
SSPD; dan

Pasal 15

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilanjutkan
dengan penelitian lapangan SSPD BPHTB apabila diperlukan.

dituangkan, dalam Laporan Hasil Penelitian lapangan SSPD BPHTRB dengan
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratyran Bupati ini. !
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Pasal 16

Terhadap SSPD BPHTB yang telah d‘itehti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (3) masih dapat diterbitkan :

a. SKPD KB apabila berdasarkan pemeriksaan atay keterangan Iain ternyata jumiah
BPHTB terutang kurang dibayar; :

b. SKPD KBT apabila ditemukan data bary dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah
diterbitkan SKPD KB; dan

¢. STPD apabila pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, hasil pemeriksaan
terhadap SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat
salah hitung atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda
dan/atau bunga. i

Bagian Kedua
Tata cara Pemeriksaan
Pasal 17

(1) Pemeriksaan BPHTB wajib dilakukan dalam hal Waijib Pajak mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB selain permchonan
karena keputusan keberatan, keputusan banding, keputusan peninjauan kembali,
keputusan pengurangan, atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan
pembayaran BPHTB. ' '

(2) Pemeriksaan BPHTB dapat dilakukan dalam hal ;

a. Wajib Pajak mengajukan keberatan BPHTB; atau .
b. Terdapat indikasi kewajiban BPHTB yang tidak dipenuhi sesuai
ketentuan/peraturan perundang-undangan. ;

Pasal 18

(1) Dalam rangka Pemeriksaan BPHTB, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2B) BPHTB. :

(2) Contoh dan bentuk SP2B adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf
E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal 19

(1) Pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan pemeriksaan kantor, dan dapat
dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan
dan/atau bukti yang tidak terdapat di SKPD Pengelola Pajak.

Pasal 20

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan ‘BPHTB, dapat dilakukan pemanggilan kepada
Waijib Pajak; dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalamr
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Bupati ini. N

(2) Wajib Pajak dan kuasanya wajib memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam
Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan BPHTB dengan membawa buku,
catatan dan/atau dokumen yang dipertukan oleh Pemeriksa. .

(3) Dalam hal buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa foto kopi, maka Wajib Pajak harus membuat surat pemyataan yang
menyatakan bahwa foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya.

(4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau foto kopinya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan bukti peminjaman. ,

(5) Dalam hal Waijib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemeriksaan BPHTB tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada
SKPD Pengelola Pajak.

Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Pasal 21

(1) Hasil Pemeriksaan BPHTB dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
BPHTB'(LHPB). ’

(2) Contoh, bentuk, dan isi LHPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf H
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) LHPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota
penghitungan BPHTB sebagai dasar penerbitan :

a. SKPD LB apabila jumiah BPHTB yang dibayar ternyata Iebih besar daripada
jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak
seharusnya terutang; L

" b. SKPDN apabila jumlah BPHTB yang dibayar sama dengan jumlah BPHTB

yang terutang; .

¢. SKPD KB apabila jumiah BPHTB yang terutang kurang dibayar;

d. SKPD KBT apabila terdapat penambahan jumiah BPHTB yang terutang
setelah diterbitkannya SKPD KB;

e. STPD apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat
kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung,
atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; atau

f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal Pemeriksaan BPHTB yang dilakukan
merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Waijib Pajak. '

(4) Contoh, bentuk, dan isi Nota Penghitungan adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Huruf | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini. '

Pasal 22

(1) Dalam hal pemeriksaan BPHTB dilakukan hanya dengan pemeriksaan kantor,’
jangka waktu pemeriksaan BPHTB adalah paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal SP2B sampai dengan tanggal LHPB.

{2) Dalam hal pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan pemeriksaan kantor dan
dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan, jangka waktu pemeriksaan BPHTB
diperpanjang ;Z?I'ng lama 3 (tiga) bulan terhitung sejaktanggal SP2B sampai
tanggal LHPB. J
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(3) Pemeriksaan BPHTB sebagaimang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat

8y
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(2) huruf a diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian
keputusan atas permohonan pengambilan kelebihan pembayaran BPHTB atau
keberatan BPHTB, '

BABV
+ TATA GARA PENERBITAN STPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 23
STPD diterbitkah untuk menagih utang pajak yang bersifat jelas dan pasti sesuai
pengakuan wajib' pajak dalam SSPD BPHTB serta tidak mengandung
persengketaan antara fiskus dan wajib pajak. X
Dalam hal diterbitkan'nya STPD, maka tidak dapat diajukan keberatan oleh wajib
pajak .
STPD dapat digunakan untuk menagih bunga penagihan dalam “hal_surat
ketapan pajak atau STPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo.
Contoh bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupaiti ini.

, Pasal24
Penerbitan SKPDKB hanya dilakukan terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-
nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal
dan/atau kewajiban material. - '
SKPDKB ditetapkan secara jabatan oleh pejabat yang berwenang.
Waijib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPDKB yang diterimanya.
Contoh, bentuk dan isi SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peratura Bupati ini.

Pasal 25

SKPDKBT diterbitkan sebagai koreksi atas SKPDKB setelah ditemukannya data
baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan pajak yang terutang dalam SKPDKB.

SKPDKBT dapat diterbitkan kembali apabila masih ditemukan data yang semula
belum terungkap pada saat diterbitkannya SKPDKBT dan/atau data baru yang
diketahui kemudian.

Contoh bentuk dan isi SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. &
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BAB Vi ‘
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN BPHTB

Pasal 26

Keberatan dapat diajukan oleh wajib pajak atas suatuy :
a. SKPDKB;

b. SKPDKBT:

¢. SKPDLB; dan

d. SKPDN.

)
)
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. Pasal 27

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diajukan kepada SKPD

Pengelola Pajak yang menerbitkan SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB, dan SKPDN.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia  dengan

menggunakan jumiah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak

dengan disertai alas an yang jelas dan melampirkan : :

a. foto kopi SSPD BPHTB;

b. asli SKPDKB atau SKPDKBT atau' SKPDLB atau SKPDN:

c. foto kopi Akta atau Risalah Lelang atau Surat Keputusan Pemberian Hak
Baru atau Putusan Hakim; dan : .

d. foto kopi KTP/SIM atay Paspor atau Kartu Keluarga dan identitas lain.

Keberatan harus diajukan dalam jang <a waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal diterimaniya Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasa} 26

oleh Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga ' tidak

dipertimbangkan dan Kepala SKPD Pengelola Pajak memberitahukan kepada

Waijib Pajak yang bersangkutan.

Kepala SKPD Pengelola Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis

terhadap hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak apabila diminta oleh

Waijib Pajak untuk keperiuan pengajuan keberatan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan

pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 28

SKPD Pengelola Pajak setelah menerima pengajuan keberatan dari Wajib Pajak
memberikan tanda terima. :

Tanda Terima Surat Keberatan yang diterbitkan oleh SKPD Pengelola Pajak
atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui Pog tercatat dan sejenisnya
merupakan tanda bukti penerimaan ‘Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan
Waijib Pajak. :

Dalam hai Wajib Pajak mengajukan keberatan, maka Kapala SKPD Pengelola
Pajak melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam
Berita Acara Hasil Pemeriksaan.ﬁ
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Pasal 29

(2) Kepala SKPD Pengelola Pajak atas nama Bupati berwenang memberikan
keputusan atas pengajuan keberatan BPHTE, .

Pasal 30

Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2)
disampaikan kepada Waj_ib Pajak

. Pasal 31

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dapat berupa :
a. mengabulkan seluruhnya;
b. mengabulkan sebagian;
C. menolak; atau '
d. menambah besamya pajak yang terutang. _ :

(3) Apabila jangka wakty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Kepala SKPD Pengelola Pajak tidak memberikan suaty keputusan, maka
keberatan ‘yang diajukan tersebut dinggap dikabulkan.

BAB vii

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS|
ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SKPD ATAU STPD YANG TIDAK BENAR

Pasal 32

bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Petugas Pajak
atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak dan/atau
b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKRBT, SKPDLB, SKPDN,
atau STPD yang tidak benar. }
(2) Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) kepada
Kepala SKPD Pengelola Pajak.

Pasal 33
(1) Rengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 32 ayat (1 f a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi
yang tercantum dalam : )
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a. SKPDKB;
b. SKPDKBT; atau »
c. STPD. '

(2) Pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKB, atau STPD sebagaimana dimaksud
dalam pasal 32 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal : ‘ :
a. terdapat ketidakbenaran atas NPOP; dan/atau
b. penafsiran peraturan Perundang-undangan BPHTB, pada SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD. \

Pasal 34

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a harus memenunhi persvaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD:

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besammya sanksi administrasi yang , dimohonkan pengurangan atau
penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;

c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang ;

d. dilampiri foto kopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; ’

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak
dapat dipertimbangkan , atau mengajukan keberatan kemudian mencabut
keberatannya, atas SKPDKB atau SKPDKBT dalam hal yang diajukan
permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang
tercantum dalam SKPDKB atay SKPDKBT;

f. Waijib pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi
dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB,
SKPDKBT, atau STPD:; dan '

g.- Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan
Surat Kuasa.

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksyd pada ayat (1) dianggap bukan
sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada waijib
pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan
tersebut diterima. ' ‘

Pasal 35
(1) Permohonan Pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,atau STPD

sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b harus memenuhi
persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,dan"

SKPDN atau STPD;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan

besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang
mendukung pemohonannya;

¢. " diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang;q/ :
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d. dilampiri asli, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN atau STPD, yang dimohonkan
pengurangan; s .
e. Waijib Pajak tidak mengajukan keberatan atay mengajukan keberatan namun

tidak dapat dipertimbangkan, atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau
SKPDN;

permohonan ditandatangani oleh bukan waijib pajak harus dilampiri dengan
Surat Kuasa.’

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tidak
termasuk pengertian wajib pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(3) Permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD

mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
‘permohonan tersebut diterima.

Pasal 36

(1) Permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atay STPD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b diajukan secara
perseorangan. '

(2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN
‘atau STPD;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan
alasan yang mendukung permohonannya;

¢. diajukan kepada Bupati atay Pejabat yang berwenang

d. dilampiri asli SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang
dimohonkan pembatalannya ; dan

€. surat permohonan harus ditandatangani oleh waijib pajak , dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wijib Pajak harus dilampiri dengan
surat kuasa,

Pasal 37

(1) Permohonan pengurangan atauy penghapusan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a dan permohonan pengurangan atay
pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atay STPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) hyruf b, dapat diajukan oleh wajib pajak
paling banyak 2 (dua) kali.a/v‘a '
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(2) Dalam hal wajib pajak mengajukart permohonan kedua,permohonan tersebuit
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal pengiriman surat keputusan kepala SKPD pengelola Pajak atas
permohonan yang pertama. - :

(3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) atau dalam pasal 35
ayat (1). )

(4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan dan kepada Waijib Pajak atau kuasanya diberitahukan
secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (
satu ) bulan‘terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 38

(1) Kepala SKPD Pengelola Pajak atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama
. 6 ('enam ) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi Keputusan
atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan
Kepala SKPD Pengelola Pajak tidak memberi keputusan, permohonan yang
diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala SKPD Pengelola Pajak harus
menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan Waijib Pajak dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB VIiI

TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BPHTB

Pasal 39

Berdasarkan permohonan Waijib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan

tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap surat

keputusan atau surat ketetapan BPHTB meliputi :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDKB;

e. SKPDN;

f. STPD;

g. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan BPHTB;

h. Surat Ketetapan Pembetulan:

i.  Surat Ketetapan Keberatan :
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
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Pesal 40

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi pembetulan atas
kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung
persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu ;

a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak, alamat
Waijib Pajak, alamat Objek Pajak BPHTB, nomor surat keputusan atau surat
ketetapan, luas tanah, luas bangunan dan/atau Tahun Pajak;

b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian,
dan/atau pembagian suaty bilangan; da vatau

c.’ kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
PBB atau BPHTB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan
penerapan prosentase NPOPTKP, kekeliruan pengenaan BPHTB, dan kekeliruan
Penerapan sanksi administrasi.

Pasal 41

Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleﬁ Wajib Pajak atau kuasanya
secara perseorangan.

Pasal 42

(1) Permohonan pembetuian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
8. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1(satu) surat keputusan atau
surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36:
b. diajukan secara tetulis dalam Bahasa Indonesia kepadq Bupati disertai
alasan yang mendukung permohonannya; dan
C. surat pemmohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan
surat kuasa. i
(2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pembetulan atas
surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39. ‘
(3) Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kepala SKPD Pengelola Pajak. !

Pasal 43

(1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dianggap bukan sebagai st'rat permohonan
sehingga tidak dipertimbangkan.

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada
Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 44
(1) Bupati harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dalam jangka waktu pajing lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. %J :
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(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui,
tetapi Bupati tidak memberi Keputusan, permohonan pembetulan dianggap
dikabulkan, dan Bupati wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai
dengan permohonan Waijib Pajak paling lama 1 (satu ) bulan terhitung sejak
berakhimya jangka wakty 6 ( enam ) bulan sejak tanggal surat permohonan
pembetulan diterima.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan,
mengurangkan atau menghapus jumlah BPHTB yang terutang, atau sanksi
admin'istrasi. atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan tersebut secara jabatan

Pasal 45
Dalam hal tidak ada permohonan oleh Waijib Pajak tetapi diketahui oleh Bupati atau
SKPD Pengelola Pajak telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitun:y, dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
BPHTB atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 39 vyang diterbitkannya, Bupati harus menerbitkan Keputusan untuk
membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 46

(1) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 atau Pasal 45 masih
terdapat kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan BPHTB, Pejabat dapat melakukan
pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Waijib Pajak.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB
Pasal 47

(1) Kelebihan pembayaran BPHTB terjadi apabila :

a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
b. dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang.

(2) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, Waijib Pajak
mengajukan permohonan secara tertulis dalarh Bahasa Indonesia kepada Bupati
melalui Kepala SKPD Pengelola Pajak.

(3) Tanda penerimaan ‘surat pemmohonan yang diberikan oleh Pejabat SKPD
Pengelola .Pajak yang ditunjuk untuk itu menjadi tanda bukti penerimaan surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). '

. (4) Kelebihan pembayaran BPHTB dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala SKPD
Pengelola Pajak atas nama Bupati. '

(5) Kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikembalikan oleh Kepala SKPD Pengelola Pajak atas nama Bupati dengan

menerbitkan SKPDLB. )&/
20 g ¥




(6) Dalam hal Wajib Pajak menipunyai l:tang BPHTB dan/atau PBB, maka kelebihan
pembayaran BPHTB yang tercantum dalam SKPDLB diperhitungkan dengan
utang pajak.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA BPHTB
KEPADA WAJIB PAJAK

Pasal 48

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat :

a., kelebihan pembayaran BPHTB karena pengajuan keberatan atau permohonan
banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya; dan

b. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.

Pasal 49

(1) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 hiruf a, dihitung sebesar 2% ( dua per seratus ) sebulan untuk
paling lama 24 ( dba puluh empat ) bulan sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebih,an pembayaran BPHTB sampai dengan diterbitkannya
Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, dengan dasar perhitungan imbalan
bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran BPHTB sebagaian atau
seluruhnya sebagaimana hasil Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. )

(2) Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf
b, dihitung sebesar 2% ( dua per seratus ) sebulan dengan masa imbalan bunga
mulai dari berakhirnya jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
sampai dengan diterbitkannya SPMK BPHTB, dengan dasar perhitungan jumlah
imbalan bunganya adalah jumiah kelebihan pembayaran BPHTB.

(3) Masa Imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan dan kurang dari 1 (satu)
bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 50

{1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan huruf b
diperhitungkan sebagai utang pajak.

(2) Dalam hal dapat diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) dan ayat (2), Kepala SKPD Pengelola Pajak menerbitkan Nota
Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga BPHTB.

(3) Contoh, bentuk Nota Perhitungan Pemberian Bunga BPHTB adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dai
Peraturan Bupati ini. .

Pasal 51
(1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasai 49 ayat (1) dan ayat (2)

diberikan kepada Waijib Pajak oleh Kepala SKPD Pengelola Pajak atas nama
Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB)

BPHTB.
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(2) SKPIB BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap .3
(tiga) dengan peruntukan sebagai besikut :
a. lembar ke-1 untuk Waijib Pajak yang bersangkutan; dan
b. lembar ke-2 dan lembar ke-3 untuk SKPD Pengelola Pajak .

(3) Bentuk SKPIB BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf N yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

(1) Atas dasar SKPIB BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1),
Kepala SKPD Pengelola Pajak atas nama Bupati menerbitkan Surat Perintah
Membayar Imbalan Bunga BPHTB.

(2) Imbalan bunga dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Wajib

| Pajak yang berhak menerima imbalan bunga.

BAB X i
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB

Pasal 53

Berdasarkan permohonan Waijib Pajak, dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam
hal
a.” Kondisi tertentu Wajib pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu :

1. Waijib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program
pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara
ekonomi;

2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan
telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua
puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan
keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;

3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau
bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Ruman Susun Sederhana serta
Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang
dan dibayar secara angsuran; dan )

4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
sederajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

= b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:

1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalu; pembelian dari hasil
ganti rugi Pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP;

2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah
yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum yang memeriukan
persyaratan khusus;

3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang
berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Waijib
Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai
dengan kebijakan Pemerintah; ‘
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4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (mergen yang
telah memperoleh keputusan perdetujuan penggabungan usaha;
5. Waijib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak

meletus, dan hury-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan Sejak penandatanganan akta; dan

6. Wajib Pajak orang pribadi, Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara
Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Pensiunan PNS,
Purnawirawan TN, Purnawirawan Polri atay janda/dudanya yang memperoleh
hak atas tanah dan/atay bangunan rumah dinas Pemerintah.

7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik indonesia (KORPRY) yang
memperoleh hak atas tanah dan atay bangunan dalam rangka pengadaan
Perumahan bagi anggota KORPRI/PNS.

¢. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atay pendidikan
yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain digunakan untuk

.panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan

mencari keuntungan, rumah sakit swasta, dan institusi pelayanan sosial

masyarakat. ’

Pasal 54

Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut :

a. Sebesar 25% (dua puluh iima per seratus) dari pajak yang terutang untuk
Waijib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a angka 3;

b. Sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari pajak yang terutang untuk Waijib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf a angka 2 dan angka 4,
huruf b angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, serta huruf c;

c. Sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari pajak yang terutang untuk
Waijib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf a angka 1; dan

d. Sebesar 100% (seratus per seratus) dari pajak yang terutang untuk Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b angka 2 dan angka 7.

Pasal 55

(1) Waijib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB sebelum
melakukan pembayaran dan membayar BPHTB terutang sebesar perhitungan
setelah péngurangan. '

(2) Waijib Pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan
pengurangan BPHTB dalam jangka waktu paling, lama 3 (tiga) bulan sejak
terutangnya BPHTB., )

Pasal 56
(1
(2) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud lpada ayat (1)

(3) Bupati melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Kepala SKPD Pengelola Pajak.&(
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Rasal 57

(1) Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1),
dalam waktu paling lama 6 (enam) ‘bulan Sejak tanggal diterimanya Surat
Permohonan harus memberikan keputusan atas ' permohonan pengurangan
BPHTB yang diajukan Waijib Pajak.

(2) Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, Bupati belum memberikan
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan
pengurangan dianggap dikabulkan.

Pasal 58 !

6, serta huruf ¢ kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas dengan melampirkan : ‘

a. SSPD BPHTB;

b. Foto kopi Akta/Risalah Lelang/keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan
Hakim; .

¢. Foto kopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ldentitas lain; ‘

d. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atay Instansi lain yang terkait.

dimaksud -dalam Pasal 53 huruf b angka 3 dan angka 4 kepada Kepala SKPD

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas

dan melampirkan :

a. SSPD BPHTB:

b. Foto kopi Keputusan Persetujuan Penggabungan Usaha (merger) atau
Keputusan lain yang ada hubungannya dengan penggabungan usaha atay

usaha karena kebijaksanaan Pemerintah.

(3) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan ' dalam jangka wakty paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pembayaran. .

(4) SKPD Pengelola Pajak setelah menerima permohonan pengurangan BPHTB dari
wajib pajak memberikan tanda terima.

(5) Tanda terima surat permohonan pengurangan BPHTB bagi kepentingan Wajib

" Pajak adalah sebagai berikut : '

a. Tanda terima surat permohonan pengurangan BPHTB. yang diberikan oleh
SKPD Pengelola Pajak atau bukti pengiriman surat permohonan pengurangan
BPHTB melalui pos tercatat dan sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1),
dan

b. Tanda tetima surat permohonan pengurangan BPHTB yang diberikan oleh
SKPD Pengelola Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). :

(6) Atas permohonan pengurangan BPHTB dari Wiijib  Pajak, Kepala SKPD
Pengelola Pajak, melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan
dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.ﬁ/
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(7) Permohonan pengurangan BPHTB yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai surat

BAB XI|

PELAPORAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 59

laporan tentang peroiehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati
melalui SKPD Pengelola Pajak.

(2) Dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah karena pémberian hak baru, kepala
kantor Pertanahan memberitahukan perolehan hak atas tanah tersebut kepada
Kepala SKPD Pengelola Pajak.

(3) Laporan atay pemberitahuan sebaga

' BAB Xl
INSENTIF PEMUNGUTAN BPHTB

Pasal 60

Pencapaian kinerja tertenty
(2) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan

a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung jawab pengelolaan keuangan

b. Sekretaris Daerah selaky koordinator pengelolaan keuangan Daerah;

C. Pejabat dan pPegawai SKPD pelaksana Pemungut pajak sesuaj dengan
tanggung jawab masing-masing.

d. Pihak lain yang membantu SKPpD pelaksana bpemungut pajak.

(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah,
sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam
hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

(4) Insentif bersumber dari pendapatan BPHTB sesuai ketentuan/peraturan
perundang-undangan.

(5) Besarnya insentif ditetapkan paling besar 5%, (lima per seratus) dari rencana
penerimaan BPHTR dalam tahun anggaran berkenaan,
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) BAB Xiv

i

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mula
Agar setiap orang meng
ini dengan penempatann

i berlaky pada tanggal diundangkan.

etahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
Yya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
' pada tanggal 2& OKhbur Joi

BUPATI DEMAK
TTD
TAFTA ZANI
Diundangkan di Demak
pada tanggal 25 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD
POERWONO SASMITO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya .
Mengetahui

Kepa ukum

Y

Windu Sunardi, Sh. Mh
Nip. 19591111 198607 1 001
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PENJELASAN
ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

BANGUNAN
UMUM
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) hyryf k juncto pasal 95
Undang-Undang N

0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
an Perat

maka telah ditetapk eraturan Daerg.h Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011

" tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Sebagai tindaklanjut dari

Peraturan Daerah dimaksud agar dapat implementatif dan operasional dalam
pelaksanaannya serta dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
Mmasyarakat terkait Perolehan Hak Atas Tanah dan/atay
i i tentang Petunjuk
Tahun 2011 tentang

- PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas,
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4 :

Cukup jelas.
Pasai 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7 .

Cukup jelas.
Pasal 8 ,

Cukup jelas,
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas(
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Huruf b

Keterangan lainrya adalah informasi lain
dalam rangka me

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Hurufe

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup.jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas,
Pasai 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas,
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26|
Cukup jelas,
Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
. Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32 .
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas,
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jalas.
Pasal 36
Cukup jelas.

Cukup jelas

i

—

dapatkan data

28

yang dikumpulkan
harga yang wajar dan riil,
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Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cuklp jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44 *

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

" Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

'Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas,

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas,

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘“kinerja tertentu”

penerimaan BPHT]
Belanja Daerah yi
a. sampai dengan
b. sampai dengan triwulan ||
C. sampai dengan triwulan 11

an,

triwulan |

d. sampai dengan triwulan |V sebesar 100

® 3 4

adalah pencapaian target

B yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
g dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut
sebesar 15% (lima belas perseratus);
sebesar 40% (empat puluh perseratus);
sebesar 75% (tujuh puluh perseratus);

% (seratus perseratus)




' i

Ayat (2) ,

a. Cukup jelas. 4

b. Cukup jelas.

¢. Cukup jelas.

d. Yang'dimaksud dengan “pihak lain" adalah Kantor Pertanahan
Kabupaten Demak.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6) J

Lukup jelas.

Pasal 61 éf

Cukup jelas.
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Lampiran : Peraturan Bupati Demak 0
. Nomor 20 T vH o
Tanggal 25 Okbbes oM

A.CARA PENGISIAN SSPD BPHTB

. Formulir SSPD BPHTB terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Waijib Pajak

(WP) sebagai bukti pembayaran, Lembar kedua diterima PPAT/Notaris, Lembar ketiga untuk
Kepala Kantor Bidang Pertanahan, Lembar keempat diterima Fungsi Pelayanan melalui
Wajib Pajak (WP), Lembar kelima untuk Bank Yang Ditunjuk, dan Lembar keenam diterima
Bendahara-Penerimaan.

. Pengisian SSPD BPHTB dengan huruf cetak kapital atau diketik.
3. Penggunaan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas

tanah dan/atau bangunan.

. Formulir SSPD BPHTB dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan

atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP,

CARA PENGISIAN :
HURUF A Diisi dengan data WP
' Angka 1 s.d angké 8 Cukup Jelas

HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam
SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya

diperoleh.

Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas
tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh. Pada
kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB
saat terjadinya perolehan. Dalam hal NJOP PBB belum
ditetapkan /belum ada SPPT PBB angka 9 & angka 10 diisi
berdasarkan surat Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB/KPP Pratama yang
wilayah kerjanya meliputi letak tanah & bangunan atas
permohonan WP

Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi‘harga transaksi yané

tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan

sebagai berikut!

¢




Jenis ode Jenis Perolehan Hak Kod Jenis Perolehan Hak Kode
Perolehan e
Hak »
- Pemindahan -Pemasukan dalam perseroan /badan| 06| -Pemekaran Usaha 12
Hak hukum lainnya -Hadiah 13
- Jual Beli 01 | -Pemisahan hak yang mengakibatkan| 07 -Perolehan hak Rumah Sederhana | 14
- Tukar 02 peralihan Sehat dan RSS melalui KPR
Menukar -Penunjukan pemberi dalam lelang 08| bersubsidi *)
- Hibah 03 | -Pelaksanaan putusan hakim yang| 09 -Pemberian hak baru 15
- Hibah 04 mempunyai kekuatan hukum tetap -Pemberian hak bary sebagai 16
Wasiat -Penggabungan usaha 10| kelanjutan pelepasan hak
- Waris 05 | -Pelebaran usaha 11} -Pemberian hak baru diluar pelepasan

hak

*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH) sebagaimana diatur

dalam

keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003

tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi

Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan
Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sedérhana yang dilakukan
melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya

mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang persyaratan
Teklnis Pembangunan Rumah Susun,

HURUF C

HURUF D

' Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan
bersangkutan.

Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bar'gunan (BPHTB)

oleh WP. Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD

BPHTB /SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kuréng Bayar Tambahan sebagaimana

huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d huruf C tidak periu diisi

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi /
nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam
hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB
maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13.

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarmnya NPOPTKP untuk Kabupaten Demak,
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (informasi mengenai
besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melaluj DPKKD Kab. Demak)

Angka 3 Cukup Jelas

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka.3) dengan tarif
Pajak sebesar 5% (sesuai Pasal § Perda No.4 Tahun 2011)

Diisi dengan memberi tanda “X” pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang
WP melakukan setoran pajak ' o
Huruf a. iika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C
Huruf b. jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi
( menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD BPHTB),
Surat Ketetapan Pajak Daera‘h Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Blangunan Kurang Bayar (SKPDB Kurang Bayar), atay Surat Ketetépan¢

i . n



Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang
Bayar Tambahan (SKPD B Kurang Bayar Tambahan)

Huruf c. jika WP memenuhi syarat tertenty untuk mendapatkén pengurangan

. dari jumlah yang seharusnya ada di huruf C Diisi dengan prosentase

sesuai dengan ketentuan-yang berlaku )

Huruf d. jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, hur}uf b, dan huruf ¢,
seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan
Banding/Putusan iain yang menyebabkan jumiah pajak yang harus
dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF C-4 dan pilihan pada
HURUF D.

Jika D-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4.

Jika D-b dipilih, maka jumlah setoran sejumiah nilai yang dinyatakan di D-b

Jika D-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4 dikalikan dengan prosentase
yang dinyatakan di D-¢

Jika D-d dipilih, maka jumiah setoran sejumiah nilaj yang dinyatakan di D-d -

Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang
diarsir).

Catatan : balam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi

SSPD BPHTB dengan memberikan keteran'gan “NIHIL" pada bagian JUMLAH
SETORAN. SSPD BPHTB nihil cukup ditandatangani WP dan diketahui oleh
PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah. disediakan (WP tidak
perlu ke Bank Yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan). SSPD yang telah
ditandatangani tersebuyt diajukan ke DPKKD Kab. Demak untuk keperiuan
penelitiap / verifikasi. é/ ' '

' s §




Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang
Bayar Tambahan (SKPD B Kurang Bayar Tambahan)

Huruf c. jika WP memenuhi syarat tertenty untuk mendapatkén pengurangan

, dari jumiah yang seharusnya ada di huruf C Diisi dengan prosentase

sesuai dengan ketentuan-yang berlaku )

Huruf d. jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, hur}uf b, dan huruf c,
seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan
Banding/Putusan iain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF C4 dan pilihan pada
HURUF D, -

Jika D-a dipilih, maka jumiah setoran menggunakan C-4.

Jika D-b dipilih, maka jumiah setoran sejumiah nilai yang dinyatakan di D-b

Jika D-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4 dikalikan dengan prosentase
yang dinyatakan di D-c

Jika D-d dipilih, maka jumiah setoran sejumiah nilai yang dinyatakan di D-d -

Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang
diarsir).

Catatan : balam hal BPHTB yang seharusnya terutang niﬁil (nol), maka WP tetap mengisi

SSPD BPHTB dengan memberikan keteran‘gan “NIHIL" pada bagian JUMLAH
SETORAN. SSPD BPHTB nihil cukup ditandatangani WP dan diketahui oleh
PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah. disediakan (WP fidak
perlu ke Bank Yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan). SSPD yang telah
ditandatangani tersebyt diajukan ke DPKKD Kab. Demak untuk keperluan
penelitiap / verifikasi, é/ '

' s 4




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 1
(SSPP-BPHTB)
PEMERINTAH BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ) Untuk Wajib Pajak
KABUPATEN DEMAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB) . - sebagai buki pembayar:

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
PERHATIAN : Bacaiah petunjuk pengisian pada hal belakang lembar ini teriebih dahuly.

A 1. Nama Wajb Pajak :ulllfllllllllllllll.llr

]

OO OO OO oo

3. Alamat Wajib Pajak :

4. Kelurahan / Desa : \ S. RT/RW: - 6. Kecamatan

7. Kabupaten / Kota : 8. Kode Pos :

i

8. 1. Nomor Objek Pejak (NOP ) PBB ED D:] [ED ] D

2. Letak tanah dan atau bangunan ! '

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW :

5. Kecamatan : 6. Kabupaten / Kota :

Penghitungan NJOP PBB :

! Luas NJOP PBB m2 ;
l Uraian { Dl Lanah dan atau angunan yang haknya | Dis bexdasarkan SPPT POB tahun Iatiya Luas x NJOP PBB m?

: __diperoloh) hak (Tahwn ...}

Tanah (bumi) (7 ..o m? 9 11/ Rp.... [ Aok xanga®

Bangunan ] I m2 10 K L — [ Bxwga 1o

! NJOPPBB : |13 3 [Argka 17 < angeaTa-

. 15. Jenis peroleha}x hak atas tanah dan atau bangunan : [:]j 14. Harga transaksi/nilal pasar 3
Leseﬁ (T T T T T T T T T I TITT

|
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )

1. Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai 8.13 dan B.14 1P Rp.
2. Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak {NPOPTKP ) 2 ’ Rp.
L 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angkat-angka2 |3 (P Rp.
_.4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang . % xangka 3 4 ) Rp.
f‘D\f‘ “Jumlah Setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah qq. BPHTB : L | ] | | |
‘ D a. Penghitungan Wajib Pajak
D b. STPB BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG  Nomor : Tanggal :
' BAYAR TAMBAHAN b
D ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : [:D % Berdasar Peraturan Bupati No. ..................__
Dﬂengurangan dihitung sendiri karena :
Jumlah yang disetor dengan angka: Dengan huruf ;
[Fe. Il e 7
uCoret yang tidek peru yda I
;"ﬁ:‘fﬁ;‘;ﬁ%‘g DITERIMA OLEH ; TELAH DIVERIFIKAS!
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
Tanggal : KEKAYAAN DAERAH
N-naleugnpdanmeamnmﬁ Nams lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama “dan tanda ongan
E;‘."ég“ oleh } Nomor Dokumen : [ [T ] 17 17173 1 .
i Nopeesben <[ T LT [T 1] [T [ T;lr LT T T
y o |




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2
(SSPD-BPHTB)
PEMERINTAH BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Untuk PPAT/Notaris sebagai
KABUPATEN DEMAK. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PEB

.DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terfebih dahulu,

C e T T T I T I I IIT T TIITT

|

.2 NPWP : [ [ | ] ]
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan / Desa : 5. RT/RW: " 6. Kecamatan
7. Kabupaten / Kota : 8. Kode Pos :
8. 1. Nomor Objek Pajak ( NOP ) PBB : Dj [:[:] 1 1T []
2. Lelak tanah dan atau bangunan '
3. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW:
§. Kecamatan : 6. Kabupaten / Kota :
. Penghitungan NJOP PBB :
Luas NJOP PBB m? )
J Uraian { Dl ot dan sl banguean yarg haknya | { is!berdasakan SPPT PR tahn wriainys Luas x NJOP PBB m?
(o diperoieh) hak/Tahun .......... )
“Tangh ( bumi ) 7, .................................. m? 9 11 [ Rp. ... : [Fgarsegay ]
Bangunen 8 m? 10 (I L — (o segaTo )
NJOPPBB : 13 | Rp. .oovovcrrn, [Fogka 17~ wigea 77 |
18. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : D:] 14. Harga transaksi/nilai pasar lﬁp. ................................
16. Nomor Sertfkat : (LT T T T T T I T T [ [
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )
1. Nilai Perotehan Objek Pajak { NPOP ) memperhatikan nilai 8.13 dan B.14 11 Rp.
2. Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 ) Rp.
L 3, Nilai Perolghan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP ) angkat-angka2 |3 /B Rp
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 } Rp.
D~ Jumiah Setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah qq. BPHTB - L | | I |
D a. Penghitungan Wajib Pajak
b. STPB BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG  Nomor : Tanggal :
BAYAR TAMBAHAN *) .
D ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : D:] % Berdasar Peraturan KDH No.
Eu. Pengurangan dihitung sendiri karena :
Jumlah yang disetor dengan angka Dengan huruf :
LR ] L e
*) Corét yang tidek peniu Z_ %
( S - PMPExNT?NEJ'TT;%E/ DITERIMA OLEH - TELAH DIVERIFIKAS) :
I WAJIB PAJAK/ PENYETOR TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB ; DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
| Tanggal: ... KEKAYAAN DAERAH
f Nama lengkap dan nda Gangan Nama longkap, stempel, dan tanda Gangan ‘mm! slampel_dan nda rgan )
Hanya dilsi olsh . : .
gepu’%‘ T Nomor Dpkumen : [ ] i [ | ] . l
NOPPBBbary : | [ (T I T1 [ 1] [T T - T T 1100

, .y




l— T g SURAT SETORAN PAJAK DAERAH = 7 T
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 3
) (SSPD-BPHTB)
PEMERINTAH BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK * Untuk Kepala Kantor Bidang
KABUPATEN DEMAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB -+ _Pertanahan

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu,

vt T TT T T I I T T I I T T T TITITTT
2 NPwP LI T O I

3. Alamat Wajib Pajak
] 4. Kelurahan / Desa : 5. RT/RW: 6. Kecamatan

| . 7. Kabupaten /Kota : 8. Kode Pos
JB. " Nomor Objok ek (NOP)PB8: [ | | [ | | [ [ [ ) (T OTOCL T T ]

2. Letak tanah dan atay banglnan :

| 3. Kelurahan/Desa 4. RT/RW :
[ 5 Kecamatan : 6. Kabupaten / Kota :
Penghitungan NJOP PBB :
R Luas NJOP PBB m?
, Uraian i uastanah dan sk bangunan yang haknya | Disi berdasarkan SPPT PBB tahun evidinga Luas x NJOP PBB m?
'\ diperoleh hak/Tabun............)

“Tanah (bumi) |7

.. m? 9 RP. oo, oM ’ RP. i, [ AngkaTxongias ] {
m? 10 [ RP. e 12 { L33 m ‘
NJOPPBB : 13 | Rp. oo [T"m]]

‘Bangunan L]

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : [:D 14. Harga transaksi/nilai pasar 'jp.

16. Nomor Sertifikat : l:] , l , ' l l ‘l l

C.  PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )

1. Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai B.13 dan B.14 f 11> Rp. ‘
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 } Rp. .
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) [ angke 1-angka2 |3 | P Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tan'ah dan Bangunan yang terutang ] 5% xangka 3 4 1p» Rp.
» Jumiah Setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah qq. BPHTS : E P | | [
D‘ 8. Penghitungan Wajib Pajak
b. STPB BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG  Nomor Tanggal :
BAYAR TAMBAHAN ‘)
D ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : Dj % Berdasar Peraturan KDH No. .........." ...
m Pengurangan dihitung sendiri karena :
‘ Jumiah yang disetor dengan angka : Dengan huruf :
') Corst yang tidak periu 2 Z
....................... G e MENGETAHUI : DITERIMA OLEH - TELAH DIVERIFIKAS! :
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPATINOTARIS/ TEMPAT PEMBAYARAN BPHTS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
o , Tanggal : ..o KEKAYAAN DAERAH

Nama longkap Gan tanda tangan Narma lengkap, stempel, dan tanda tangan ‘Nama e 3
inya diisl oleh .
s Nomor okumen : | " T—] 1] (1T T
’KKD

(ITTT3 T 1
Noppaabam:mmmml [ [T 71 |
= T




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH :
' BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 4
, (SSPD-BPHTB)
PEMERINTAH BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Untuk DPKKD
KABUPATEN DEMAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB ) Dalam proses penelitian

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini teriebih dahuly,

1., Nama Wajb Pajak :LHHIHHHIJHIHI'HTT

A

2, NPWP LI T T |

3, Alamat Wajib Pajak oo :
4. Kelurahan / Desa : 5. RT/RW: 6.  Kecamatan

7. Kabupaten / Kota Ll 8. Kode Pos

:
Nomor Objkc Pajak (NOP)Pe8: [T ] [ | [ [ [ | ] LT

B 1
2. Lelak tanah dan atau bangunan
|3 Kelurshan/Desa : 4. RT/RW :
5. Kecamatan : 6. Kabupaten / Kota :
I Penghitungan NJOP PBB :
j \ | Uraian (Disi1gs anah d,glﬁﬁ?f:,wm yoghakya | (i m‘%",‘?’?ﬁ?ﬁﬁ?‘“’“ Luas x NJOP PBB m?
[Tanah (bumi) [7] T me 8RB 1R [T
i lﬁangunan B[ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m2 10 [ RP oo 12 [ Rp. ........ [‘m
. NJOP PBB : 11_3_[ [0 m
15. ‘Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : E[:] 14. Harga transaksi/nilai pasar '¥Rp4 ................................ j
16 Nomer Sortkat: LI I T T T T T T T I T
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan pénghilungan Wajib Pajak ) :
" 1. Nilai Perblehan Objek Pajak { NPOP ) memperhatikan nilai 8.13 dan B.14 1 ’ Rp.
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) , 2> Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) anglat-aigka2 |3 [P Rp.
L 4;83 Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% angka 3 «1 _J } Rp. N
D™ Jumiah Setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah qq. BPHTB : L { [ | I l
D 2. Penghitungan Wajib Pajaf !
i‘ D b. STPB BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB KURANG  Nomor : Tanggal :
BAYAR TAMBAHAN *) )
D ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi Dj % Berdasar Peraturan KDH No.
DiPengurangan dihitung sendiri karena
Jumlah yang disetor dengan angka : , Dengan huruf : ,
[Re ] £ 7
) Coret yang tidak periu Z 7
....................... gl MENGETAHUI : DITERIMA OLEH : TELAH DIVERIFIKAS| :
WAJIB PAJAK | PENYET! PPAT/NOTARIS/ TEMPAT PEMBAYARAN BPHTS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
Tanggal : ...coocvvrrrvo, KEKAYAAN DAERAH
Nama longkap dan tanda langan | ™ Nama lengkap, siampel, dan tanda tangan Nama Y Gon tanda ogan

::&::WW"> Nomor Dokumen : D:] Ej L‘LLD L—LJJ LLD
JFKKD. NOP PBB baru | LT 1T [TT17 (T CT T




L S
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

' BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - Lembar 5

. (SSPD-BPHTB)

PEMERINTAH BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Untuk Bank Yang ditunjuk

KABUPATEN DEMAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )

DINAS' PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada h belakang lembar ini terlebih dahulu.

dovovemewabak | T [T T T T T T T T T T T I T T

-2 NPWP LT MO OO O C L I
3. Alamat Wajib Pajak :

4. Kelurahan / Desa : 5. RT/RW: 6.  Kecamatan

7.

Kabupaten / Kota : 8. Kode Pos

- LT T T T
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP)PBB: [ | | l:]:] LT 1] LJ ]—] LTI T T]0

2. Letak tanah dan atau bangunan :

3. Kelurahan/Desa : 1 4. RT/RW : '
il 5. Kecamatan : 6. Kabupaten / Kota :
Penghitungan NJOP PBB : ,
( l Uraian | (o e an o,,ﬂ.;',’,,:;.:w, s | o Wﬂi?%%:,?f":m adings Luas x NJOP PBB m?
Tanah (bumi) (7 . .o m? 9 [0 O LI LR e [AnokaTx gl s ]
Bangunan {8 ! 10 | RP. oo 12 [ RP. cvoneriecseesirennn [t xmga o]
NJOPPBB : [13 | Rp. vvvvvvrrcecererersarn, ) WJ
15. Jenis perolshan hak atas tanah dan atau bangunan: [:D 14, Harga transaksi/nilai pasar ljp. PR N j
16. Nomor Sertfl L L LT T T T T T T T T T 1
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )
1. Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai B.13 dan B.14 1{P> Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP )’ : 2/p> Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) ' angaf-angka2 3 [Pp Rp.
' 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% xangka 3 4 } Rp.
o~ Jumlah Setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah qq. BPHTB : L | [ [ | |
Dl a. Penghitungan Waijib Pajak .
I D b. STPB BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB KURANG  Nomor : Tanggal :
BAYAR TAMBAHAN *)
D ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi D:J % Berdasar Peraturan KDH No.
[1 d. Pengurangan dihitung sendiri karena :
Jumiah yang disetor dengan angka : Dengan huruf : .
[ ] £ —
| ) Corst yang tidak pertu yd P
...................... MENGETAHUI: DITERIMA OLEH : TELAH DIVERIFIKAS -
"idi PAJAK / PENYETOR PPATINOTARIS/ TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
Tanggal: ..., KEKAYAAN DAERAH
|
Nama lgap dan tands tangan Nama lenghup, sisrrpel, dan tanda angan G s Narma iongiep, $1empel. dan tanda langan
,D.’”f".’,o;g“*"’ NorerOatomen | ] [T] [T T-TJ o O e

NoPPBBbany : | T ] [T 1 [T T 1 [T T LLlj‘&J 10




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Lembar 6
(SSPD-.BPHTB)

PEMERINTAH BERFUNGSI SEBAGAT SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Untuk Bank Yang
KABUPATEN DEMAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB ) Ditunjuk/Bendahara

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada hal belakang lembar in feriebih dahulu,

LI LT T T T T T T TTT]

A 1. NamaWajib Pajak LT T [ TTTTT1T
I3 O 1]

2 NPwWP (T OOCTII
3. Alamat Wajib Pajak *
4. - Kelurahan / Desa : ' 5 RT/RW: 6. Kecamatan :
7. Kabupaten / Kota 8. Kode Pos :
% 1. Nomor Objek Pejak (NOP ) PBB : ED [:j:j CT 1] [ ] ‘ [T ]
2. Lsetak tanah dan atau bangunan :
3. Kelurahan/Desa 4. RT/RW ;
5. Kecamatan : 6. Kabupaten /Kota :
Penghitungan NJOP PBB : '
Luas NJOP PBB m?
‘ , Uratan { Dl oot Lanah dan ataw bangunan yang haknya (WM-MSPPTPBS“I;WWWI Luas x NJOP PBB m?
o diperigh ) 100 hak / Tahn........) :
Tanah ( bumi ) 7' ........ e ——————. m2 9 Rp. ...... " ]Rn Wﬁ?mmj
[ Bangunan [ m2 10 [Rp..... N CH T — [t o]
NJOP PBB : |13 RP. coererrrerirnsesnersrinns m—!
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : Dj 14. Harga transaksi/nilai pasar ,ﬂ ................................ j
16, Nomo St I B O I N R B N B B

PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Waijib Pajak )

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP ) memperhatikan nilai B.13 dan B.14

1/ Ro.

2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP )

> Rp.

N ]

3. Nilai Perolghan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP )

, angka1-angka2 |3 » Re

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

| S%xangka3 |4 (B Rp.

"Jumizh Setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah qq. BPHTB : L [ | | [ |

D a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPB BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG Nounor : Tanggal :
BAYAR TAMBAHAN Y

D ¢ Pengurangan dihitung sendiri menjadi - D:] % Berdasar Peraturan KDH No. ...

DiPengurangan dihitung sendiri karena :

Jumigh yang disetor dengan angka : Dengan huruf :

[ P —
| Coret yang tidak periu yd e
..................... N P MENGETAHUI : DITERIMA OLEH : TELAH DIVERIFIKAS! :

WAJIB PAJAK / PENYETOR PPATINOTARIS/ TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
Tanggal e _ KEKAYAAN DAERAH

Namaonghsp dan andalongan | _ Nama longhap, slempel dan nda tangan Narma lnghap, Stermpel.dar (3 g " ama engiap, Sermpel, gan s g~
15599 B mor Dogur - [ (DO O o ey
© NOP PBB bary mmmleT—lLifﬁD

Gw f
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. " B. Pengisian Permohonan Penelitian SSPD

Formuilir Penyamf)aian Penelitian Sspp BPHTB

Lampiran : 1 (satu) bendel,
Hal : Penyampaian SSPD untuk diteliti

Kepada Yth,
BUPATI DEMAK
Cq. Kepala SKPD Pengeloia Pajak

0

Yang bertandatangan dibawah ini :

| Nama Wajib B

MmO
Alamat e L
Desa/Kelurahan G
Kecamatan e
No. Telp L

- Bersama ini kamj Sampaikan SSPD BPHTR untuk diteliti atas Perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan sebagai berikyt :
Nomor B
Alamat e
Desa/Kelurahan G T
Kecamatan o
Terlampir dokumen sebagai berikyt :
1. Bukti setor BPHTB yang telah dibayar (SSPD BPHTB lembar 1,2,3,dan 4),

Fotocopy SPPT pgg Tahun terakhir, ‘
L Fotocopy bukti pelunasan PBB.

Fotocopy Identitas Waijib Pajak ( KTP/SIM/F ‘aspor)

S R )

thocopy Kartu Keluarga atay Surat Keterangan Hubungan Keluarga ( dalam ha)
L‘ transaksi waris),

o
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o
8
X
c
o
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C.Surat Keterangan Bebas BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD PEN GELOLA PAJAK
DAERAH

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor -
Tanggal

Kepala SKPD Pengelola Pajak :
Dengan ini menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut dibawah inj :

Nama e
Alamat B A

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak Nomor : Tangal

Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar % (nol persen) dari Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan Yang seharusnya terutang atas perolehan hak pengelolaan sebagai berikyt : -

Nomor Objek Pajak
Letak tanah : RT/RW
Desa/Kelurahan : Kecamatan

SK Pemberian Hak Pengelolaan Nomor :

Luas Tanah : m2
Nilai Perolehan Objek Pajak/Nilai Pasar :Rp.
Nilai Jual Objek Pajak Bum; dan Bangunan :Rp.

Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah Lainnya, dan Perum as (Peraturan
Pemerintah Nomor | 12 Tahun 2000).

A.n BUPATI DEMAK
KEPALA SKPD PENGELOLA PAJAK




PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD PENGELOLA PAJAK
DAERAH :

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD
Nomor: ... .. .~
Tanggal : ...~

Jabatan . ;

2. Nama
NIP

i Alamat

; Berdasarkan penelitian lapangan tersebut diperoleh fakta (terlampir ), sebagai bahan pertimbangan
dalam penelitian SSPD BPHTB.

Penelitian ini dilakukan dengan sebenar-benamya, mengingat Sumpah Jabatan,

Petugas Peneliti,

I NIP ...

Mengetahui dan Mengesahkan :

An. KEPALA SKPD PENGELOLA PAJAK
Kepala Bidang ...... . Kepala Seks;




. Lampiran Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB
Nomet .. ..
Tanggal :.....

Petugas Peneliti,

N




o,

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
' SKPD PEN GELOLA PAJAK
' DAERAH

' P
Nomor D Demak, ...............
Sifat : Segera i
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan BPHTB
Ythoo
Schubusgan dengan Stol ) B P iciil s, SladB Nowors L tanggal

.......................... bersama ini diberitahukan bahwa :

Untuk melakukan Pemeriksaan BPHTR terhadap Wajib Pajak:

Nama

NPWP

Alamat

NOP

Alamat Tanah dan/
Atau Bangunan
Tahun Pajak

Alasan
Pemeriksaan

Pemeriksaan BPHTB dimaksud dilaksnnskan dengan Pereriksaan Kantor dan dalam hal diperlukan
a'an dilunjutkan deigan Peaerilisy; o Lapia san. Dalam hai Pecacas Perne ilsa BPITTR metnerlukan
kehadiran Seudare, kami akag meminta kehadiran Saudara dalam Proses pemeriksaan BPHTR
dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan BPHTB. Demikian disampaikan
sebagai Pemberitahuan. :

KEPALA SKPD PENGELOLA PAJAK
KAB. DEMAK




s

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD PENGELOLA PAJAK
DAERAH

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor : ...

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB Nomor ................. tanggal ............
ditugaskan kepada Saudara yang namanya tersebut dibawah inj :

NO i NANTA7NTP
\Iﬁ_g‘

[ PANGRATTCOL TTABATAN _

Untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Pemeriksaan BPHTB terhadap Wajib Pajak :
Nama Wajib Pajak
NPWP

Alamat Wajib Pajak
NOP

Alamat Tanah dan/
Atau Bangunan
Tahun Pajak

Alasan Pemeriksaan

Tempat Pemeriksaan

. Demikian untuk dilaksanakan dan kepada pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas tersebut,

Demak,

KIPAY «oxpp PENGELOLA PATAK
KAB. DEMAK




.

" Bangunan

PEMERINTAM KABUPATEN DEMAK
SKPD PENGELOLA PAJAK
DAERAH

LAFORAN 1LASIL PEMERIKSAAN |
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(LHPB)

.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama
NIP/Jabatan

2. Nama
NIP/Jabatan

" Berdasarkan’ Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB Nomor............ tanggal.................. telah

melakukan Pemeriksaan BPHTB terhadap :
Wajib Pajak
NPwWp

Alamat

-it2s perolehan tanah dicv/awu bung i congan

Nomor Objek Pajak (NOP)
Letak Tanah dan/atau

Akta/Risalah Lelang/SK

Pemberitahuan Hak :Nomor............... tanggal ............coouevnrnennn.,
Barw/dokumen perolehan

Hak lainnya

'J Pemohonan/Penéajuan :Nomor................. tanggal

Tahun
Alasan Pemeriksaan




Dari Pemeriksaan BPHTB tersebut diperoleh hz;sil sebagai berikut : !
a.Untuk Pemeriksaan BPHTB dalam rangka pengujian Kepatuhan Wajib pajak atau permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB (pemeriksaan BPHTB terhadap SSPD BPHTB) :
() Terdapat kelebihan pembayaran BPHTB sebesar Rp..cnnn. i
(

() Pembayaran BPHTB sama dengan BPHTB yang terutang
() Terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebesar Rp, ‘
ottt )

b. Untuk Pemeriksaan BPHTB dalam rangka penyelesaian keberatan :
() Terdapat selisih lebih sebesar R

() Tidak terdapat selisih
() Terdapat selisih kurang sebesar Rp

ettt s
Antara penghitungan menurut Pemeriksa BPHTB dan penghitungan dalam keberatan Wajib Pajak,

Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPHTB tersebut : '

* Untuk Pemeriksaan BPHTB dalam rangka pengujian Kepatuhan Wajib Pajak atau pengembalian
kelebihan pembayaran BPHTB (pemeriksaan BPIITB terhadap SSPD BPHTR),
diusulkan unt::X diterbizizan:
( )SKPDLE sebesar Rp.eeceoeovvveooeooooeeosioo et

Surat keberatan yang :

() menerima sebagiar;

() menerima seluruhnya:

() menolak; atau

() menambah besarnya pajak yang terhutang.
Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak.

Pemeriksa BPHTB,

Menyetujui , NIP....coovnrnnn.,
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

Mengetahui dan Mengesahkan :

Aa KEPALA SKPD PENGELOLA R S
i Kepala Bidang ............. Kepala Seksi .................... .

Keterangan:
() pilih satu yang sesuai dan beri tanda X




« L. Nota Perhitungan BPHTRB

NOTA PERHITUNGAN SSPD-EPHTB

. No " Unsur Yang Diperiksa Data Menurut Selisih '
i SSB/Ketetapan Wajib | Pemeriksa 5)4) | (5)-(3)
) o) ‘ Paiak BPHTB
) S 6 (7
NOP | @) &) ) U]
NJOP Bumi/m2 i
NJOP Bangunan/m2
Luas Bumi '
NJOP Bangunan
NJOP Bumij’
NJOP Bangunan
NJOP Bumi dan Bangunan
Jenis perolehan hak atas tanah
dan atau han unan
10 ¢ Harga trassaisi arga
lelang/Nilai pasar*)
11 | Nomor sertifikat / SKPH /
dokumen perolehan hak )
lainnya*)
12 | Saat terutang BPHTB
13 | Penghitungan BPHTB
a. NPOP
b. NPOPTKP
‘ c. NPOPKP
d. Tarif (persen)
e BPHTH vane tenviang :
£ Pengenuan 50% karena Waris
/Hibah wasiat/Pemberian Hak
Pengelolaan*)
g. Persentase Pengurangan (%)
h. Besar Pengurangan (Rp)
- i. BPHTB Yang harus dibayar
(Rp)
j. BPHTB Yang disetor (Rp)
k. BPHTB yang kurang/lebih*)
dibayar (Rp) (i-j)
1. BPHTB yang masih harus
dibayar

O || BN —[—

e e —————

Catatan :
*): Coret yang tidak perlu




K. SKPDKB

} = PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
i @ SIrD FNGELILA PAJAK
I,

KURANG BAYAR

| SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
' ( SKPDKB)

Nomor : :
al Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

Tan

I. Berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Demak Nomor ..., ‘Tahun 201] tentang petunjuk
Pelaksanan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan terhadap :
Nama : : NPWP:

~Alamat;
Kecamatan : Kode Pos :

- Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan :
Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Nomor : Tanggal :
Hak:*)
NOP : Jenis Perolehan Hak :
Alamat :

. RT/RW_: Desa/Kelurahan:
- Kecamatan : Kode Pos :

I. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. | Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. ]
2. | Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp.
3. | Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2) Rp. ;’
4. | Pajak yang seharusnya terutang : : Rp. T
S%XRp. ...
5. | Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat - Rp.
25%/50%xRp. ... .
-_| Pajak yang seharusnya dibayar (4ataus) Rp.
7. ] Pajak yang telah dibayar Rp.
8. | Diperhitungkan :
b 8.2 | Pokok STPD Rp.
8.b | Pengurangan Rp.
8.c | Jumlah (8.a+8.b) Rp.
- 8.d | Dikurangi Pokok SKPDLB/SKPDKB Rp. i
8.¢ | Jumlah (8.c~8.d) Rp. ]
9. | Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8. ) R Rp. j
10. | Pajak yang kurang dibayar (6- ¢ Rp. i
11. | Sauksi adiminisiras; berupa bunga : I _ Rp.
....... bulanx2 % x Rp. ...........
12. | Jumlah yang masih harus dibayar (8+9) Rp. .
Dengan huruf : . ]
+ | Hepada Yih, An BUPATI DEMAK
[ Kepala DPKKD
di
—_—
L) Coret yang tidak perlu NIP !
Nama Wajib Pajak : Diterima tgl:
Atas perolehan Hak atas tanah dan/atau bangunan dengan, Oleh :
' Alamat :
o NOP . :
Nomor STPD : [
Tanggal Penerbitan : Nama Lengkap & Tanda
' Tangan

4 |




L. SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAR

@ SKPD PENGELOLA PAJAK
Lo
‘ SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KURANG BAYAR TAMBAHAN
( SKPDKBT)
Nomor :
Tanggal Penerbitan : e _ Tangpa! Jatuh Tempo :

I Berdasarkan Pusal ... Porsiveen Bupati Dermak Nownor .. Tulun 2011 tentung petunjuk
Peluksunan Peraturan Daerah Kubupu.cu Demak Nomor 14 Fahun 2011 tentang Bea Perolchun Huk
atas Tanah dan Bangunan terhadap :

Nama : NPWP:
—Alamat
Kecamatan : Kode Pos :
Atas perolehan hak atas tanah dan/atay bangunannya dengan :
Akta/Risalah Lelang/Pendafiaran Nomor : Tanggal :
Hak:*)
NOP: Jenis Perolehan Hak :
Alamat
RT/RW_: Desa/Kelurahan:
Kecamatan : Kode Pos :
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, Jjumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. _| Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.
2. | Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) . Rp.
3. _1 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2) Rp. j
4. | Pajak yang seharusnya terutang : 5 % x Rp. .............. Rp.
5. | Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat - Rp.
25%/50% x Rp. ......... .
6. | Pajak yang seharusnya dibayar ( 4 atau 5 ) Rp.
7. | Pajak yang telah dibayar ‘ Rp.
8. | Diperhitungkan :
8.a | Pokok STPD Rp.
8.b | Pokok SKBKB Rp.
8.c | Pengurangan Rp; n L T
N S S
8. | Dikurungi Pokok SKPDLB/SKrUKE Rp.
8.f | Jumlah (8.d-8.e) Rp.
9. | Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.f) Rp.
10. | Pajak yang kurang dibayar ( 6 — 9 ) Rp.
11. | Sanksi administrasi berupa bunga : Rp.

bulanx2 % x Rp. ...........

di

12. | Jumlah yang masih harus dibayar (10+ 11 T ) 'V“M—A—rﬁ.ﬁ_m_u—
Dengan huruf :
e . ) .
Kepada Yih, A BUPATI DEMAR
Kepala DPKKD

L%} Coret vang tidak perlu NIP

Nama Wajib Pajak : Diterima tgl:
Atas perolehan Hak atas tanah dan/atau bangunan dengan, Oleh
Alamat :
NOP :
Nomor STPD : L (O
Tanggal Penerbitan : , Nama Lengkap & Tanda
L ' . Tangan

44
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+ M. Nota Perhitungan Pemberian Bunga BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD PENGELOLA PAJAK ;
DAERAH

Alamat :JL ...

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
BEA PEROLEHAN ‘AK ATAS T ANATDAN BANGUNAN

L IDENTITAS WAJIB PAJAK
Nama

Alamat
NPWP

1 IDENTITAS OBJEK PAJAK

NOP
Alamat

I DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA ° .
1. Dasar Pemberian Imbalan bunga : ( Beri tanda X pada kotak yang sesuaj )

a. Pasal ....... ayat ................ Perda BPHTB
b. Pasal......... Perbup No...... Th.........
2. Tahun Pajak : ..o

IV.URAIAN PEMBERIAN IMBALAN.

o Tanggal Pembayaran
*) | Jenis SK/Surat Nomor | PenerbitanSK/ Batas akhir | Jumlah
Ketetapan Surat Penerbitan Rp. Tgl Tgl
SK / Surat

SKPDLB ‘

SKPDKB

STPD :
| SKPDKBT '
| SK Keberatan'

Putusan

Bandin,

SPMKPD
SK
Pengurang: ./

Penghapusan

Sanksi
Administrasi
*) Beritanda X pada Kotak yang sesuaj

IV. " PENGHITUNGAN

1. Prosentase bunga : 2 % per bulan )

2. Masa Bunga  Mulai Tanggal....... .. s/d Tanggal ..........
Sebuiyk L bulen o hari
dibulatiun inenjadi ..., bulan

3. Dasar Penghitungan Bunga : Rp.

4. Bunga yang dapat diberikan - 1 2%x...

5. Utang Pajak yang diperhitungkan st




Jenis Pajak Masa/Tahun Pajak ,| Nomor Ketetapan Jumlah Utang Pajak

Jumlah utang Pajak yang diperhitungkan ~ Rp.
Bunga yang dapat dibayarkan Rp.

' i

DIHITUNG DITELITI

DISET:'UJUI DITETAPKAN

|
!

Ttd.nanl':a lkp &tgl Ttd.nama Ikp&itgl Ttd.nama lkp&ctgl 'I‘td.namalkp&tgl.(_?/

T d

A AT o 171




N SKPIB BPHTB '

Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 untuk SKPD Pengelola Pajak -
* Lembar ke 3 untuk SKPD Pengelola Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD PENGELOLA PAJAK

KEPUTUSAN SKPD PENGELOLA PAJAK
" NOMOR: ...,

TENTANG

PEMI HRE N BARALAN DUNGA
BaiA PEROLEHAN HAN ATAS TANAI DAN BANGUNAN

KEPALA SKPD PENGELOLA PAJAK

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan ............. atas nama ............
alamat . ..o » Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima
Imbalan bunga sesuai pasal .................. Peraturan Bupati Demak Nomor :
....... Tahun .......... tetang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 4 Tahun 201 ltentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan  Keputusan Kepala SKPD Pengelola Pajak tentang
pemberian imbalan bunga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
3. Peraturan Bupati Demak Nomor ... tahun ... tentang petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mi T AUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Imbalan Bunga Kepada :

Nama SO
Alamat oo

I NPWP e
NoP e
Letak Tanah dan
Bangunan
Sejumlah
Terbilang

KEDUA ¢ Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ‘Diktum PERTAMA diberikan
berkenaan dengan .......... tahun Pajak .............. sesuai Pasal .............. peraturan
Bupati Demak Nomor ... tahun ............... tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehaw’
Hak Atas Tanah dan Bangunan.

$r




.
.

KETIGA Imbalun Bunga b, aimaca dimcsud duun Diktum PERTAMA diperhiituigkaa
dengan utang Pajak sebesar Rp
A ) dengan perincian sebagai berikut ;

Jenis Ketetapan Pajak Jenis Pajak Nomor Ketetapan

Pajak

Jumlah Utang Pajak

KEEMPAT : Sisa Imbalan bunga yang dapat dibayarkan k
b (

epada Wajib Pajak sebesar ‘Rp

KELIMA Apa bila dikemudian har tern,

yata terdapat kekeliruan
diadakan perbaikan sebagaim,

dalam keputusan inj akan
ana mestinya, :

THLC Skan di Demak
puda unggal,

Kepala SKPD Pengeloa Pajak

NIP.

" Keputusan Kepala Pengelola Pajak inj di

sampaikan kepads :
1. Wajib Pajak yang bersangkutan
2. Pertin,
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Diluar Tabe|

Nama PPAT

Alamat

NPWP

: Nama PPAT yang bersangkutan, atay PPAT Pengganti. Contoh:
Anwar, SH, atay Warsito, SH, MH.

! Alamat PPAT yang bersangkutan.

.. NPWP PpAT yang bersangkutan.

Daerah Kerja : Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan, Contoh: Kabupaten Demak.

Bulan . Bulan bersangkutan
Tahun : Tahun bersangkutan,
] ]
Didalam Tabel
Kolom 1 ; Nomor urit pengisian tabel.
) .
Kolom 2 . Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan,
Kolom 3 : Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka.
Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 - 10 - 2011,
Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.
Kolom 5 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh: .
Edi beralamat di Ji, Kedondong Raya No. 29 dengan
NPWP 49.171.620.5-0..5.0( 9 ditclic; =i (.arie 1), 0, Kedc::dong Ruaye
ive. 25 (baris Seialjuuiya), +5.171.680.9-045.000 (baris selanjutnya),
Kolom 6 Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan sepert
kolom §).
Kolom 7  : Jenis dan nomor hak,

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan ienis, nomor hak dan
kelurahan/desa sesuaij yarig tercantum di sertifikat,

- Hak Milik =M
- Hsk Guna Usaha = U (
- Hak Pakai =P

pd




4 )
' i
) ; Contoh : Hak Milik No. 373/ Kp. Tanubayan teretak dj Kelurahan
Bintoro [
Ditulis:
M.37’3/ Bintoro (apabila dialihkan seluruhnya)
M.373/ Bintoro sebagian (apabila dialihkan sebagian)

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir dari petuk
pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal
alat bukti hak yang bersangkutan. }
Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa pajak

tahun 1960 - 1964
* Ditulis : V.I No 47/465 tahun 1960 - 1964
Contoh  : Petuk Pajak C. No 395 Blok LD persil 30
Ditulis : C. No. 395 Biok II.D ps.30
Kolom 8 : Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut
o kelurahan/desa yang bersangkutan. )
' Kolom 9 dan 10: Diisi luas tanah dan atau bangunan yang

dialihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh  : Jual beli tanah seluas 200 m? dengan bangunan lantsi
dasar seluas 50 m? dan lantai saty seluas 25 m?

Ditulis : Kolom 9 = 200, l_<olom 10 = 75,

Kolom 11 : Dijisi harga yang sebenarnya sesuai akta,
Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000
Ditulis : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum
pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak
tanggungan tetap dilaporkan.

Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.
Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 - 0124.0/11-01

Ditulis :  021.002.040 - 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah
sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)

Kolom 13 : Diisi NJop sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi
NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT
(NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalah Rp. 250.000.000

Ditulis : 250.000.000

g




Contoh 2 : Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan
bangunan yang ada diafasnya Tanah seluas 100m? dan banguﬁan '25
m? adalah sebagian tanah atau seluas 50 m? dan keseluruhan
bangunan seiyas 25 m% Diketahyi NJOP (SPPT) tanah adalah ‘ Rp,
200.000.000 (untuk 100 m? dan bangunan adalah Rp. 50.000.000
(untuk 25 m?), maka:

- NJOP tanah selugs 50 m2 " Rp. 100.000.000
- NJOP bangunan selyas 25 m? * Rp.  50.000.000
- Total NJOP . Rp. 150.000.000 -

Ditulis : 150.000.000

tanah dan atay bangunan (data diperoieh dari pihak yang mengalihkan).

Kolom 16 dan 17 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan
besamya pembayaran BPHTB, ’

Kolom 18 . Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan
dengan keterangan,

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atay bangunan,
Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan

atau tanggal pPenyampaian.

Contoh: - d. 301/4097/11 atau
- tanggal 10 - 7 - 2011

c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan

penerima hibah wasiat . Contoh : hibah wasiat dari ayah ke
anak
Ditulis . ayah - anak |
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